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KABUPATEN MALAKA,

I ;
bahwa until membentuk perilalon dan kemampuan
dasar nnaici usia dini agar memiliki kesiapan untuk
memasuki | sekolah dasar, perlu suatu upava
pr:ml::unnun yang dilujukan bapi anak sejak lohir
sampai dtrn;:,an usia 6 {cnam) tahun yvang dilakukan

melafui pemberian rangsangan pendidikan untuk
mcmbantu = pertumbuhan dan  perkembangan
jasmani dan rohani anak; !

bahwa untuk mewujudkan pembinaan bagi | anok
anak usin dini sebagnimana dimaksud pada huruf a,
perlu disclenggarakan melalui satuan Pendidikan
Anak Usia Dini ([PAUD) pada jalur nonlormal berupa
kelompok bermain (Kober), .

bahwn berdasarkan hasil suvei dan verifikasi data
usulan  penyelenggaraan  PAUD, maka kepada
lembaga pm:ye]engg-zm yang memenuhl syarat dnput
diberikan 1zin operasional;

baliwa Dberdasarkan perimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, b dan ¢, periu rm:nEl:apk-.m
Keputusan | Kepala Dinas Tentang Pemberian lzin
Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Fuﬂﬂl{ Usia
DHini. :

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang
SGistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik  Indenesia  Tahun 2003 Nemor 78,
Tambahan Lemburan Negura Republik It‘d'.][lr.uhll;'
Nomor 43011);

]
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indoncsia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Hegau-a Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah tﬂljl.ﬂchlr
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
Tenlang Perubah:m Kedua Atas Undang-Undang
Nommor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844},

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 Tentang
Pembentulkan Kabupaten Malaka Di Propinsi Nusa
Tenggara  Timwur [Lembaran Negera Republik
Indonesin Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Nr:gnru Republik Indonesia Nomor 5396);

Peraturan 'Pemerintah Nomer 73 Tahun  199]
Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  ‘Tahun 1991 Nomor' 95,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3401); J
Peratuwwran Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,
Tambohan Lembaran Negara Republik [ndonesia
Nomor 4496) schagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013
teptang Perubaban Atas Peraturan Pemecrintah
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara
Nomor S103);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tehun 2007
Tentang Pemboagian Urusan Pemerintahan .-".mura
Pemerintal, | Pemerintahan Daeerah  Propinsi, ' Dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Nepara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tombahan Lembaran MNegarsn Republik Indonesia
Nomor 4737, -
Peraturan  Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008
Tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahen
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor 48630,

Peraturan  Pemerintah  Nomer <48 Tabun 200%
Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik  Indenesia  Tahun 2008 Nomor 91
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia

Nomuor 4864]; i
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
Tentang Perigelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan: (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2010 Nomoer 23, Tambahun Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66
Tahun 2010 tentang Perubahan Ains Perafurun
Pemerintah! Nomor 17 Tahun 2010 Tentang
Pengelolaan  dan  Penyelenggaraan  Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5157); '

10. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 Tentang
Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tuhun 2013
Nomuor 146);

11. Peraturan Mentcn Pendidikan Nasional Nomor 58
Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia
Dini;

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15
Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimum
Pendidilian Dasar;

13, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kﬂbudaé.fuun
Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendipian Satuan
Pendidikan Nonlormal;

L4, Peraturan Elu.pati Malaka Nomor 03 Tahun 2013
Tentang Pembentulkon Organisusi Dan Tata Kerja
Dinas-Dinas Dacrah Kabupaten Malaka [Berila
Dacrah: Kabupaten Malaka Tahun 2013 Nomor 03),

|
MEMUTUSKAN:

Menetapkan y
KESATU - Memberikan  Jzin  Operasional  Penyclenggaraan
Pendidikan Anal Usia Dini {PAUD) scbagaimana tersebut
dalam Lampiran Keputusan ind
KEDUA + lzin Operasional Penyelenggaraan PAUD scbagaimana
dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini berlaku
selama 5 (lima) tuhun terhitung tahun anggaran 2014 -
2019 dan dapal diperpanjang sesual ketentaan,
KETIGA - Penyelenggara PAUD berkewajiban selbapal berikur :
a. melrporkan perkembangan penyelenggaraan
pendidikan  setiap  bulan  kepuda Kepala  Dinas
Pendidikan, Rebudayaan, Pemuda L‘]L:I.lll Olaliraga
Kabupaten Malaka melaiui Kepala Bidang Bina
Pendidikan Dasar; _ '
b. menyelenggarakan  pendidikan - sesui f.[{:ﬂj_:’,i.-Lr'l-"]
acuan/ pedoman vang berlaiu; ; X

Y 5 =



c, tiduk melukukun hal-hal yang bertentangan dengan
hubum dan norma/ nilai yang berlalkou;

d. wajib mengajukan penmohonan perpanjangan’ izin
selambat-lambatnya 30 (tga puluh) hari sebelum
muasa berloku izin berakhin dan :

e, jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin
operasional dapet dicabut,

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan

ketentuan akan dmnjuu kembali apabila dikemudian hari
ternyala terdapal kekeliruan dalam penclapannya,

Ditetapkan di Betun _
Pada tanggal 11 Descmber 2014

P 3 }cr.-paja,- Dinas  Pendidikan
s HF]:Iuﬂa’_raaﬂ
L Qlahragy Kabuputen

.R.M'J sH
Fembing Tk, [
NIP, 196312321 198403 1 328

Tembusan:

Direlciur Jenderal Pendidikan Anale Usia Dini, Nonformal
dan Informal Kemdikbud di Jakarta;

Penjabat Bupai Malaka di Betun;

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT di
Kupang;

Ketua DPRD Kabupaten Malaka di Betun;

inspektur Inspektorat Kabupaten Malaka di Betun;
Fr:ngawa:s. TK/SD HKecamatan Malaks Barat, Malaka
Tengah dan Malaka Timur masing-masing nIE Tempat; dan
Para Penyelenggara PAUD masing-masing di Tempat. £
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BETUN, 11 DESEMBER 2014
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